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Abstrak
 

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang

menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian

keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern

pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur

pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang

menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan

ketidakpastian hukum terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini mengkaji status penyalahgunaan

wewenang setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode

yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian

menemukan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara tidak seragam

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, apabila kerugian keuangan negara telah dipulihkan

maka unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi sesuai pengertian kerugian negara

yang harus nyata dan pasti. Selain itu penelitian ini menemukan dibandingkan pemidanaan konsep sanksi

berat, tuntutan ganti kerugian harusnya menjadi prioritas utama dan ditambah dengan denda sebagai

pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara.

......After the issuance of Law No. 30 of 2014 there is an arrangement that officials who abuse authority that

incurs financial losses of the state can recover the financial losses of the country no later than 10 days after

the issuance of the results of the supervision of the government's internal supervisory apparatus. After

government officials recover the financial losses of the state, then the criminal element of corruption should

be lost. However, Law 30/2014 is not compatible with The Tipikor Law Article 4 which states that the

return of state financial losses does not remove the criminal that creates legal uncertainty against

government officials. The study examined the status of abuse of authority after government officials

recovered state losses. This research uses normative juridical method by doing statute approach and case

approach and conceptual approach. The results of the study found that First, the arrangement of the

mechanism of recovery of state financial losses is not uniform so as to cause legal uncertainty. Second, if the

financial losses of the state have been recovered then the criminal element in Article 2 and Article 3 of the

Tipikor Law is not met in accordance with the understanding of state losses that must be real and certain. In

addition, this study found that compared to criminalizing the concept of severe sanctions, indemnity claims

should be a top priority and coupled with fines as optimization of the recovery of state financial losses.
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